
   

1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Semakin berkembangnya zaman dalam praktik jual beli, perjanjian 

merupakan salah satu aspek guna untuk terpenuhinya kebutuhan 

tranksasksi baik dalam suatu klausul perjanjian baik yang telah disepakati 

oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dalam perjanjian kontrak 

(verbintenissen recht). Berkaitan dengan praktik jual beli dengan 

perjanjian yang berakibat promblematika yang mempunyai tingkan 

kompleksitas yang tinggi, sehingga berujung di pengadilan. Hal tersebut 

dikarenakan perjanjian memiliki sifat keterbukaan dari perjanjian tersebut, 

sehingga memberikan kebebasan kepada siapapun untuk melakukan 

perjanjain disegala macam, dan kemudian prestasi dalam perjanjian 

tersebut tidak terlaksanakan sesuai kesepakatan oleh salah satu pihak 

sehingga diajukanlah kepada pengadilan untuk melakukan pembatalan 

perjanjian. 

Kondisi perjanjian dalam sautu kontrak bisnis ataupun perjanjian yang 

dilangsungkan diharuskan untuk melalui suatu proses negosiasi yang 

seimbang antara para pihak. Perjanjian bisnis yang dilangsungkan oleh 

para pihak memiliki bargaining position lebih kuat seringkali timbul 

persyaratan yang tidak lazim dalam perjanjian tersebut, terlebih lagi sudah 

menyiapkan klausul-klausul yang telah disepakati oleh salah satu pihak 

saja. Pihak lain yang berposisi lemah hampir tidak mempunyai kebebasan 
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sama sekali kepada pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi untuk 

melakukan negosasi terhadap persyaratan yang telah diberikanya, 

perjanjian seperti itulah seringkali disebut sebagai standard contract atau 

perjanjian baku.
1
 

Terhadap pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat akan selalu 

melakukan upaya sedemikian mungkin agar meminimalisir terjadinya 

beban kerugian akibat terdapatnya wanprestasi dan/atau perbuatan 

melawan hukum yang akan terjadi dikemudian hari selama perjanjian 

berlangsung, oleh karenanya pihak tersebut akan membuat klausul yang 

memiliki tujuan agar dapat terhindar atau terbebas dirinya dari 

tanggungjawab dengan klausul eksonerasi. Banyak perjanjian yang dibuat 

sedemikian rupa dalam masyarakat yang terdapat persyaratan yang 

menghapus atau memabatasi pertanggungjawaban seseorang dalam 

melangsungkan perjanjian itu secara umum dikenal dengan syarat 

eksonertasi atau klasul eksonerasi (exoneratioe clausules).
2
 

Pada dasarnya perjanjian baku tersebut digunakan agar dapat 

memudahakan dalam bertranksaksi bisnis secara efisien, praktis dan cepat, 

akan tetapi dalam pelaksaananya tidak jarang timbul perselisihan terhadap 

perjanjian tersebut, dikarenakan berkedudukan lemah apabila 

dibandingkan dengan kedudukan kreditur yang memiliki posisi atau 

bargaining position yang lebih kuat dari pada  . kondisi inilah yang dapat 

mengakibatkan kesempatan bagi salah satu pihak yang dalam hal tersebut 

                                                 
1
 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Binis, Cetakan ke-4, Bandung, Alumni, 

2014, hlm. 46. 
2
  Ibid, hlm 47. 
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kreditur dapat membuka celah posisi  , sehingga memungkinkan terjadinya 

penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandighenden dalam 

perjanjian. 

Perjanjian baku hingga saat ini berkembang pesat, namun 

mengakibatkan dampak semakin berkurangnya asas kebebasan berkontrak. 

Selama ini asas kebebasan berkontrak bisa tergeser jika terbukti 

pemakaian asas tersebut dapat memberikan kerugian posisi pihak yang lain 

yang akan mengikatkan diri dalam kontrak tersebut. Dalam doktrin hukum 

perjanjian asas kebebasan berkontrak dapat diminimalisir, yang artinya 

suatu perjanjian bisa dikatakan tidak mengakibatkan hak dan kewajiban 

bagi pihak yang mengikatakan dirinya dalam suatu perjanjian, jika 

perjanjian itu dibuat di bawah paksan (dwang), kesesatan atau kekhilafan 

(dwaling) dan penipuan (bedrog) sebagaimana ketentuan Pasal 1321 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHperdata) ketiga 

alasan tersebut yaitu alasan konseionil. Ketiga alasan tersebut merupakan 

bentuk pembatalan perjanjian namun juga mulai dikenal alasan keempat 

yaitu penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Doktrin 

ini menyatkaan bahwa apabila terdapat salah satu pihak yang pada saat 

melangsungkan perjanjian berkedudukan lebih lemah (secara ekonomis 

khususnya) namun mengikatkan diri dalam perjanjian dengan pihak lain 

yang memiliki kedudukan lebih tinggi akan memiliki upaya untuk 

melakukan permohonan pembatalan bilamana clausul yang terdapat 

merugikan pihak yang berkedudukan lebih lemah. 
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Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden atau undue 

influence) merupakan suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang 

dilangsungkan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang mengikatkan 

diri dalam perjanjian dengan memanfaatkan kedudukan yang tidak 

seimbang atau sejajar, sehingga salah satu pihak bertujuan untuk 

mengambil keuntungan ekonomis semata. Kondisi yang tidak seimbang 

tersebut dapat berupa keterpaksaan, kuranganya pertimbangan pihak 

dalam berpikir secara cermat dan tertutup terhadap clausul yang ada di 

dalam perjanjian tersebut. 

Doktrin penyalahgunaan keadaan atau (misbruik van omstandigheden) 

hingga saat ini belum terdapat aturan secara khusus dalam KUHperdata, 

namun sering diguanakan dalam praktik peradilam, walaupun dalam 

berbagai putusan hakim tidak secara tegas menyatakan bahwa suatu 

pembatalan berdasarkan alasan adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik 

van omstandigheden), namun atas alasan tidak terdapatnya keadialan dan 

kepatutan dalam perjanjian sehingga mengakibatkan beban yang lebih 

besar akibat kedudukan yang tidak seimbang. 

Walaupun ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van 

omstandigheden) alam KUHperdata sebagai alasan pembatalan sautu 

perjanjian, akan tetapi hakim dikarenakan kewenangan yang dimilikinya 

dapat menciptkan hukum baru atau memberikan penafsiran suatu 

peraturan yang ada atau kebiasaan yang terjadi dalam praktik hukum. 

sehingga hakim dapat memberikan kualifikasi beberapa ajaran semisal 
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ajaran tentang itikad baik, keadilan atau kepatutan dalam ajaran doktrin 

penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian. 

Dalam praktik yang terdapat dalam peradilan di Indonesia, selain 

alasan pembatalan perjanjian termaktub dalam Pasal 1321 KUHPerdata, 

juga ada beberapa putusan yang dibatalkan suatu perjanjian karena hakim 

memiliki pendapat di dalam perjanjian tersebut, adanya penyalahgunaan 

keadaan (misbruik van omstandigheden). Doktrin penyalahgunaan keadaan 

(misbruik van omstandigheden) digunakan sebagai terobosan baru bagi 

hukum perdata di Indonesia, dikarenakan doktrin tersebut belum terdapat 

ketentuan yang dapat memberikan pembatalan perjanjian diterapkan di 

Belanda melalui putusan hakim di Belanda. 

Namun seiring dengan amandemen Nieuw Burgerlijk Wetbook 

(NBW) di Belanda, penggunaan doktrin penyalahgunaan keadaan ini 

dimasukan ke dalam aturan yaitu dalam Article 3:44 lid 1 NBW sebagai 

penambahan syarat yang dapat melakukan pembatalan suatu perjanjian 

diluar ancaman (bedreging) dan Penipuan (bedrog). Sehingga tercantum 

ketentuan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) ke 

dalam NBW, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pertimbangan hakim 

dalam berbagai putusan hakim. Akan tetapi dalam praktik yang ada, 

terdapat beberapa putusan hakim yang bertentangan satu dengan yang lain 

dalam menerima ataupun menolak penggunaan doktrin penyalahgunaan 

keadaan (misbruik van omstandigheden). Hal tersebut karena peran 

yurisprudensi di Indonesia hanyalah sebatas sebagai pengembangan ilmu 
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hukum itu sendiri, dikarenakan hukum tertulis tidak selalu lengkap dan 

cenderung ditinggalkan, oleh karena itu diperlukan perkembangan agar 

tetap aktual dan selalu dilakukan pembaharuan.
3
 Hal tersebut dikarenakan 

hakim di Indonesia tidak terikat pada precedent atau putusan hakim yang 

terdahulu perihal permasalahan hukum yang sama atau yang pernah di 

putus.
4
 

Selaras dengan latar belakang di atas terdapat Perkara dengan putusan 

nomor 656/Pdt/2021/PT.Sby jo 89/Pdt.G/2021/PN.Sby. Dalam perakra 

tersebut terdapat yang hendak melakukan pinjaman terhadap kreditur 

perorangan dengan jaminan sertipikat hak milik terhadap harta bersama, 

dimana tersebut merupakan Suami dan anak bawaan dari Suami 

(selanjutnya disebut Tergugat I dan Tergugat III-V) dan kreditur 

perorangan (selanjutnya disebut Tergugat I), dalam kasus tersebut 

Tergugat III menghubungi Tergugat I hendak melakukan pinjaman, namun 

Tergugat I mau memberikan dengan SHM sebagai jaminan yang akan 

dilakukan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual, Tergugat II dan 

Penggugat (istri) pada awalnya keberatan dikarenakan keinginan para 

kehendak yakni melakukan pinjmanan bukan menjual objek rumah 

tersebut, akan tetapi Tergugat I memberikan iming-iming dan memberikan 

pernyataan bahwa objek tersebut tidak akan dialihkan dan bunga tidak 

akan naik atau semampunya dalam membayar hutang tersebut. Akan tetapi 

                                                 
3
 Henry P. Pangabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum 

Perikatan, Bandung. Alumni, 2008, hlm. 69. 
4
 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Universitas 

Atmajaya, 2010, hlm. 150. 
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Penggugat tidak setuju melakukan pinjaman terhadap Tergugat I, akan 

tetapi Tergugat III memaksa Tergugat I agar menyetujui bahwa objek 

tersebut akan sebagai jaminan yang akan diikat dengan PPJB dan Kuasa 

menjual, akan tetapi pada hal tersebut Tergugat III diberikan saran oleh 

Tergugat I dan Notaris (selanjutnya disebut Turut Tergugat I) membuat 

Akta Cerai Palsu, sehingga tidak memerlukan persetujuan Istri. Setelah 

Akta PPJB dan Kuasa menjual dibuatkan, Tergugat I melakukan 

pengalihan terhadap objek jaminan hutang piutang tersebut tidak sesuai 

dengan kesepakatan awal yang diperjanjikan. 

Sebagaimana putusan di atas, dapat ditelaah bahwa dalam praktik 

peradilan yang terdapat di Indonesia, penggunanaan doktrin 

penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) terdapat 

perspektif yang berbeda dalam melakukan pembatalan perjanjian. Doktrin 

ini juga merupakan permasalahan baru yakni ketidaksamaan pengetahuan 

hakim di Indonesia terhadap jaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van 

omstandigheden) sebagai dasar pembatalan perjanjian, permasalahan 

tersebut timbul dikarenakan hakim di indonesia tidak terikat dengan 

putusan yang terdahulu. 

Ketidaksesuaian pemahaman hakim berkaitan dengan penerapan 

doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden 

mengakibatkan permasalahan hukum yang cukup rancu yakni terdapatnya 

inkonsistensi putusan hakim dalam perkara yang telah di paparkan di atas, 

adanya putusan yang belum dapat menerima penerapan doktrin 
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penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan 

pembatalan perjanjian. Namun dalam persepektif putusan lain dalam 

pertimbanganya menerima doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van 

omstandigheden) sebagai alasan pembatalan suatu perjanjian perihal 

penyalahgunaan keadaan tersebut.  

1.2.  Rumusan Masalah 

1. Akibat hukum apabila terjadi penyalahgunaan keadaan (misbruik 

van omstandigheden) dalam suatu perjanjian. 

2. Upaya apabila terdapat penyalahgunaan keadaan (misbruik van 

omstandigheden) dalam perjanjian yang dibuatnya. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa akibat hukum apabila terjadi penyalahgunaan 

keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam suatu perjanjian. 

2. Untuk menganalisa upaya apabila terdapat penyalahgunaan keadaan 

(misbruik van omstandigheden) dalam perjanjian yang dibuatnya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan khsusunya kepada para pihak yang membaca dan umumnya 

dunia akademisi perihal upaya apabila terdapat penyalahgunaan 

keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam Suatu Perjanjian. 

1.4.2. Manfaat Praktis  
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Secara praktis sebagai kontribusi bagi para praktisi maupun 

akademisi agar kedepanya mengetahui terkait dengan upaya apabila 

terdapat kontrak yang memiliki kedudukan yang tidak seimbang 

serta terdapatnya indikasi penyalahgunaan keadaan (misbruik van 

omstandigheden). 

1.5. Orisinalitas Penelitian 

Keaslian penelitian ini diharapkan tidak terdapat kesamaan baik 

secara karakteristik yang relatif  hampir sama terhadap tema yang akan 

dikaji ini, meskipun terdapat perbedaan dalam subjek serta variabel 

penelitan dan/atau metode analisa yang akan digunakan. Peneliti 

menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai  oleh  

  dalam penelitian ini tidak ada persamaan judul dengan penelitian yang 

lain, namun ada penelitian yang hampir sama dalam penelitian ini yakni: 

1) Tesis, Silva Fawjiah Tanjung, Fakultas Hukum, Universitas Islam 

Sultan Agung, 2023, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap 

Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Modal Dalam 

Pelaksanaan Eksekusi Sepihak Yang Dilakukan Oleh Kreditur Di 

Kota Manado. 

Rumusan Masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap sebagai 

konsumen jasa pinjaman modal dalam kasus eksekusi sepihak yang 

dilakukan oleh kreditur di Kota Manado dan bagaimana kendala dan 

solusi dalam persoalan perlindungan terhadap sebagai konsumen jasa 
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pinjaman modal dalam kasus eksekusi sepihak yang dilakukan oleh 

kreditur di Kota Manado. 

Dalam penelitian Silva Fawjiah Tanjung lebih berfokus pada 

perlindungan hukum terhadap sebagai konsumen jasa pinjaman modal 

dalam kasus eksekusi sepihak, sedangkan dalam penelitian yang akan 

dikaji lebih membahas bentuk utang piutang yang dibungkus dengan 

cover akta PPJB dan Kuasa menjual yang sebagai alat untuk 

menyalahgunakan. 

2) Tesis, Matius Hanungka Jinawi, Fakultas Hukum, Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, 2020, dengan judul Pembuktian 

Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai 

Dasar Pembatalan Perjanjian. 

Rumusan Masalah: Apa saja yang perlu dibuktikan dalam gugatan 

pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan 

atau misbruik van omstandigheden dan Bagaimana pembagian beban 

pembuktian dalam gugatan pembatalan perjanjian yang terdapat unsur 

penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden. 

Dalam penelitian yang ditulis oleh Matius Hanungka Jinawi lebih 

membahas berkaitan misbruik van omstandigheden dengan 

pembuktian sebagai dasar untuk melakukan pembatalan perjanjian, 

sedangkan dalam penelitian yang akan saya kaji lebih membahas 

berkaitan dengan akibat hukum bilamana terjadi penyalahgunaan 

dalam suatu perjanjian serta upaya yang bisa dilakukan oleh yang 
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terkena dampak penyalahgunaan yang akan mebahas teori dan doktrin 

sebagai pendungkung perjanjian yang terdapat penyalahgunaan 

keadaan. 

3) Tesis, Retno Sulistyaningsih, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 

2021, dengan judul, Penyalahgunaan Keunggulan Ekonomi Sebagai 

Alasan Pembatalan Perjanjian. 

Rumusan Masalah: Kedudukan yang tidak berkedudukan seimbang 

dengan Kreditur dan Perlindungan Terdesak akibat Keunggulan 

Ekonomi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Retno Sulistyaningsih lebih 

membahas berkaitan dengan kedudukan yang pada saat melakukan 

perbuatan hukum mempunyai kedudukan yang tidak seimbang 

sehingga bisa digunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian, 

sedangkan di tesis yang akan dikaji membahas bentuk penggunanaan 

doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan 

dikarenakan adanya perbuatan hukum yang awalnya perjanjian hutang 

piutang yang dicover dengan PPJB dan Kuasa Menjual. 

1.6.  Tinjauan Pustaka 

1.6.1. Teori Perjanjian 

A) Definisi Perjanjian 

Pelrjanjian melrulpakan salah satu l belntu lk pelrikatan, dikarelnakan 

telrdapatnya hu lbulngan hu lkulm maka telrjadilah pe lrikatan antara para 

pihak yang melmbu lat.  Sulatu l pelrjanjian yakni su latu l pelristiwa hu lku lm 



12 

 

dimana selselorang atau l lelbih belrjanji me lngikatkan diri u lntu lk 

mellangsulngkan selsulatu l pelrbulatan. 
5
 Akan te ltapi pelrikatan melrulpakan 

sulatu l pelrbulatan hulku lm antara para pihak me lnulrult mana yang satu l 

belrhak melnulnultult su latul prelstasi dari pihak lain dan pihak lain 

melmiliki kelwajiban ulntu lk telrpelnulhinya tu lntu ltan itu l.
6
 

Delfinisi jaminan yakni te lrjelmahan dari bahasa be llanda yakni 

zelkelrhelid ataul caultiel. zelkelrhelid ataul caultiel melmbelrikan caku lpan 

telrkait cara krelditulr melnjamin dipelnulhinya tagihanya, disamping 

pelrtanggulngjawaban u lmulm delbitulr telrhadap barang-barangnya. Se llain 

pelngelrtian jaminan, dike lnal ju lga delngan agu lnan, pelngelrtian agu lnan 

telrdapat dalam Pasal 1angka 23 U lndang-Ulndang Nomor 10 Tahu ln 

1998 telntang pelrulbahan atas U lndang-Ulndang Nomor 7 Tahu ln 1992 

telntang Pelrbankan (sellanju ltnya diselbult UlUl 10/1998) bahwa agu lnan 

melrulpakan Jaminan tambahan dibe lrikan nasabah de lbitulr kelpada bank 

dalam rangka melmpelrolelh fasilitas kreldit atau l pelmbiayaan me lnulru lt 

prinsip pelrbankan. 

Pasal 1233 KUlHpelrdata melnyatakan bahwa tiap-tiap pelrikatan 

dilahirkan baik delngan pelrseltuljulan, maulpuln karelna undang-ulndang. 

KUlHPelrdata tidak me lmbelrikan batasan telntang istilah pelrikatan itul 

selndiri. Jadi sellain pelrjanjian ada su lmbelr lain dalam pe lrjanjian yaitu l 

ulndang-ulndang. Pelrjanjian selbagai sulmbelr pelrikatan belrbelda dari 

sulmbelr pelrikatan lain yaitu l ulndang-ulndang, be lrdasarkan pada sifat 

                                                 
5
 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, 2005, hlm. 7. 

6
 Ibid. 
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kelsulkarellaan dari pihak yang be lrkelwajiban u lntu lk mellakulkan prelstasi 

telrhadap lawan pihaknya dalarn pe lrikatan te lrselbult''. Belgitul ju lga 

keltelntu lan pasal 1340 KU lHPelrdata yang me lnye lbultkan bahwa 

pelrseltuljulan-pelrseltuljulan yang dibu lat hanya be lrlakul antara pihak-pihak 

yang melmbu latnya, se lhingga dalam ha1 ini dipe lrlulkan adanya 

konselnsuls telrlelbih dahu llul antara para pihak baru llah pelrikatan telrselbu lt 

lahir. Belrbelda delngan pelrikatan yang lahir karelna ulndang-ulndang 

maka dalam pelrikatan telrselbult barul telrjadi su latu l pelrikatan apabila 

tellah ada pelrbulatan nyata antara para pihak. Ke lnyataan di masyarakat 

lelbih selring diju lmpai pelrikatan yang belrsulmbelr dari pelrjanjian. Hal ini 

wajar karelna di dalam lalu l lintas hulkulm yang be lrkaitan delngan 

pelrelkonomian para pihak baik se lcara lisan mau lpuln telrtullis mellalu li 

sulatu l kelselpakatan tellah melngikatkan diri u lntu lk mellakulkan prelstasi di 

satu l pihak dan kontra prelstasi dipihak lain. De lngan delmikian, 

kelselpakatan telrselbult selcara otomatis te llah me llahirkan su latu l pelrikatan. 

Pasal 1313 KUlHPelrdata me lnye lbultkan bahwa su latu l pelrseltuljulan adalah 

sulatu l pelrbulatan delngan mana satu l orang atau l lelbih melngikatkan 

dirinya telrhadap satu l orang lain atau l lelbih.
7
 

Pada dasarnya selmu la orang dibelbaskan u lntu lk mellakulkan pelrikatan 

telrhadap dirinya delngan orang lain, se lpanjang tidak belrtelntangan 

delngan atu lran pelrulndang-ulndangan, kelsulsilaan dan ke ltelrtiban ulmu lm. 

Hal telrselbultlah yang se llanjtu ltnya timbu ll salah satu l asas dalam hu lku lm 

                                                 
7
 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14 
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pelrjanjian ataul yang selcara u lmulm dike lnal delngan kelbelbasan 

belrkontrak (contract vrijhelid ataul freleldom of contract). 

Kelbelbasan belrkontrak adalah salah satu l asas dalam hu lku lm 

pelrikatan selbagaimana dite lntu lkan dalam pasal 1338. KU lHPelrdata 

bahwa "Selmula pelrseltu ljulan yang dibu lat selcara sah be lrlakul selbagai 

ulndang-ulndang bagi me lrelka yang me lmbu latnya. Pelrseltuljulan-

pelrseltuljulan itu l tidak dapat ditarik ke lmbali sellain delngan selpakat keldu la 

bellah pihak ataul karelna alasan-alasan yang ole lh ulndang-ulndang 

dinyatakan cu lkulp u lntu lk itul. Pelrseltu ljulan-pelrseltuljulan haruls 

dilaksanakan delngan iktikad baik." 

Selbagaimana keltelntu lan Pasal te lrselbult di atas, dapat dije llaskan 

bahwa delngan telrdapatnya pe lrjanjian maka be lrlakullah keltelntu lan 

khulsuls bagi para pihak, yakni: 

1) Pelrjanjian melngikatkan para pihak yang me lmbu latnya; 

2) Belrlakul selbagai u lndang-ulndang bagi me lrelka yang 

melmbu latnya; 

3) Tidak daapt ditarik ke lmbali, telrkelcu lali delngan kelselpakatan 

para pihak; 

4) Timbullnya kelwajiban melmiliki itikad baik, diakre lnakan asas 

ini melrulpakan asas keltelrikatan yang wajib dimiliki ole lh para 

pihak dalam melmbu lat dan mellaksanakan su latu l pelrjanjian. 

Sulbelkti melngelmu lkakan bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUlHPelrdata selbelnaranya me lngandulng 2 (dula) asas, yaitu l: 
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1) Sellulrulh pelrjanjian melngikat (selbagai u lndang-Ulndang); 

2) Sellulrulh masyarakat dipe lrbolelhkan me lmbu lat pelrjanjian namu ln 

tidak mellanggar atu lran, keltelrtiban ulmu lm dan kelsulsilaan. 

Asas yang pelrtama melrulpakan su latu l adagiu lm kulno yang belrbulnyi 

"Pacta su lnt selrvanda" (selmula janji melngikat) seldangkan asas keldu la 

melngandulng arti bahwa hu lkulm pelrjanjian me lrulpakan su latu l sistelm 

"telrbulka" selbagai lawan dari hu lkulm Bellanda yang me lnganult siste lm 

telrtultulp. 

Pelrjanjian melnulrult telori klasik adalah su latu l pelrbulatan hulkulm yang 

belrsisi du la (eleln twelelzijdigel ovelrelelnkomst) yang didasarkan atas kata 

selpakat ulntu lk melnimbu llkan akibat hu lkulm. Sisi pelrtama adalah 

pelnawaran (offelr, aanbod) seldangkan sisi ke ldula belrisi pelnelrimaan 

(accelptancel, aanvaarding). Keldula sisi te lrselbult melrulpakan satu l 

kelsatu lan, selhingga dise lbult selbagai su latu l pelrbulatan hulkulm. Namu ln, 

pandangan klasik te lrselbult melnulrult Melrtoku lsulmo kulrang telpat. 

Pelnawaran dan pelnelrimaan masing-masing me lrulpakan dula pelrbulatan 

hulkulm yang masing-masing belrsisi satu l. Delngan delmikian pelrjanjian 

tidaklah melrulpakan satu l pelrbulatan hu lkulm, akan te ltapi melrulpakan 

hulbulngan hulkulm antara du la orang yang be lrselpakat u lntu lk 

melnimbu llkan akibat hu lkulm.
8
 

                                                 
8
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya, 

Yogyakarta, 2010, hlm. 153. 
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Komar Kartaatmadya me lnyatakan bahwa se lcara u lmulm dapat 

dinyatakan bahwa inti dari su latu l pelrikatan telrdiri atas:
9
 

1) Pelrseltuljulan (Agrrelmelnt) 

2) Janji (Promisel) 

3) Hak dan Kelwajiban (bargain) 

Bulkul III KUlHPelrdata melngantu l sistelm te lrbulka yang artinya 

sulbstansi yang telrdapat dalam pelrjanjian dibe lrikan kelpada pihak yang 

melngikatkan dirinya dalam su latu l pelrjanjian, se lrta bu lkul III hanyalah 

melmiliki sifat selbagai pellelngkap (aanvullelnd) selrta belrpeldoman bagi 

para pihak dalam melnelntulkan belntu lk dan isi pelrjanjian telrselbult. 

Selbagaimana pelrkelmbangan yang te lrjadi, doktrin ilmu l hulku lm 

dikelnal telrdapat 3 (tiga) u lnsulr dalam sulatu l pelrjanjian yaitu l : 

1) Ulnsulr Elselnsialia 

Ulnsulr elselnsialia dalam pelrjanjian me lwakili keltelntu lan-

keltelntu lan belrulpa prelstasi-prelstasi yang wajib dilaku lkan olelh 

salah satu l ataul lelbih pihak yang me lncelrminkan sifat dari 

pelrjanjian telrselbu lt, yang melmbeldakannya se lcara prinsip dari 

jelnis pelrjanjian lainnya. Ulnsulr elselnsialia ini pada u lmulmnya 

dipelrgulnakan dalam me lmbelrikan rulmulsan, delfinisi atau l 

pelngelrtian dari su latu l pelrjanjian.
10

 

Ulnsulr ini dimasu ldkan ulntu lk melmbeldakan antara pelrjanjian 

satu l delngan pelrjanjian lainnya yang te lrmasulk dalam pelrjanjian 

                                                 
9
 Komar Kartaatmadya, Kapita Selekta Perdagangan Internasional, Bina Yustitia, MARI, 

Jakarta, 2003, hlm. 185-186. 
10

 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm. 84. 
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belrnama selbagaimana je lnisjelnis pelrjanjian yang diatu lr dalam 

KUlHPelrdata. Ulnsu lr elselnsialia dimaksu ldkan ulntu lk melmpelrtelgas 

jelnis pelrjanjian apa yang ingin dibu lat ole lh para pihak selhingga 

pelrjanjian telrselbu lt dapat dilaksanakan se lsulai delngan kelhelndak 

yang tellah diselpakatinya. 

2) Ulnsulr Natu lralia 

Ulnsulr yang ole lh Ulndang-ulndang dite lntu lkan selbagai pelratu lran 

yang belsifat me lngatu lr. Ulnsulr Natu lralia (melrulpakan ulnsulr / 

bagian non inti dari su latul pelrjanjian) yaitu l ulnsu lr yang lazim 

mellelkat dalam pelrjanjian. Ulnsulr ini me lrulpakan u lnsulr bawaan 

(natu lulr) pelrjanjian selhingga selcara diam-diam mellelkat pada 

pelrjanjian, u lnsulr yang tanpa dipe lrjanjikan se lcara khu lsuls dalam 

pelrjanjian selcara diam-diam delngan selndirinya dianggap ada 

dalam pelrjanjian. U lnsulr natu lralia adalah u lnsulr yang pasti ada 

dalam su latu l pelrjanjian telrtelntu l, seltellah ulnsulr elselnsialianya 

dikeltahuli selcara pasti.
11

 

3) Ulnsulr Aksidelntalia 

Ulnsulr aksidelntalia adalah u lnsulr pellelngkap dalam su latu l 

pelrjanjian yang me lrulpakan keltelntu lan-keltelntu lan yang dapat diatu lr 

selcara melnyimpang ole lh para pihak, yang me lrulpakan pelrsyaratan 

khulsuls yang dite lntu lkan selcara belrsama-sama olelh para pihak. 

Delngan delmikian maka u lnsulr ini pada hake lkatnya bu lkan 

                                                 
11

 Ibid, hlm. 85. 
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melrulpakan su latu l belntu lk prelstasi yang haru ls dilaksanakan atau l 

dipelnulhi olelh para pihak.
12

 

Ulnsulr akside lntalia adalah u lnsulr pellelngkap dalam su latu l 

pelrjanjian yang me lrulpakan keltelntu lan-keltelntu lan yang dapat diatu lr 

selcara melnyimpang ole lh para pihak, yang me lrulpakan pelrsyaratan 

khulsuls yang dite lntu lkan selcara belrsama-sama olelh para pihak. 

Delngan delmikian maka u lnsulr ini pada hake lkatnya bu lkan 

melrulpakan su latu l belntu lk prelstasi yang haru ls dilaksanakan atau l 

dipelnulhi olelh para pihak. 

Definisi perjanjian pada prinsipnya dapat ditelaah dari Pasal 1313 ayat 

(1) BW yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan 

dimana satu orang atau lebih melakukan pengikatan terhadap dirinya 

terhadap satu orang lain orang atau lebih.
13

 Dari Pasal 1313 ayat (1) BW, 

dapat dijelaskan bahwa sautu perjanjian merupakan suatu kondisi dimana 

seseorang melakukan janji orang lain atau dimana dua orang atau lebih 

saling berajnji untuk melakukan suatu hal.
14

 

R. Setiawan menyatakan bahwa perjanjian sebagaimana ketentuan 

Pasal 1313 BW terlalu luar, dikarenakan definisi perbuatan yang 

digunakan dapat memberikan cakupan juga perbuatan melanggar hukum 

                                                 
12

 Ibid, hlm. 87. 
13

 R. Soeroso, Perjanjian di bawah tangan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 3. 
14

Ibid, h.4. 
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dan perwakilan sukarela, akan tetapi yang dimaksud merupakan 

perbuatan melanggar hukum.
15

 

Perjanjian merupakan suatu hubungan terhadap hukum harta kekayaan 

(vermogenscrechtlijke bettrecking) antara dua pihak, dimana pihak yang 

satu memiliki kewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang 

lain memiliki hak terhadap prestasi itu.
16

 

Perjanjian yakni suatu perbuatan hukum perihal harta benda kekayaan 

antara kedua belah pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap 

berjanji untuk melangsungkan suatu hal dan/atau tidak melangsungkan 

suatu hal, akan tetapi pihak yang lain berhak melakukan penagihan dan 

penuntutan pelaksanaan perjanjian tersebut. 

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara 

dua atau lebih, dimana pihak yang satu melakukan janji untuk 

melangsungkan sesatu hal dan pihak yang lain berhak melakukan 

tuntutan/prestasi tersebut.
17

 

Dan disini dapat diartikan juga bahwa jual beli adalah suatu 

persetujuan kehendak, antara kedua belah pihak yaitu penjual/pembeli 

mengenai suatu barang dan harga. Karena tanpa barang yang akan dijual 

                                                 
15

 Leli Joko Suryono, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, LP3M, 

2014, hlm. 45. 
16

 H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian 

Perdata, Cet.II, Bandung, CV. Mandar Maju, 2001, hlm. 35. 
17

 Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi Tentang Hukum Perdata, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2009, hlm. 86-87. 
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dan tanpa harga yang dapat disetujui antara dua belah pihak, tidak 

mungkin ada jual beli, atau jual beli tidak pernah ada. 

B) Syarat Sah Perjanjian 

Syarat Sah perjanjian termuat dalam ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata yakni: 

1) Adanya kesepakatan; 

2) Cakap; 

3) Objek Tertentu; 

4) Causa yang diperbolehkan 

Persyaratan yang pertana dan kedua yakni syarat subjektif, 

dikarenakan kedua persyaratan tersebut berkaitan perihal subjek 

perjanjian. Pelanggaran terhadap salah satu dari syarat subhektif 

dapat dibatalkan perjanjian tersebut. Akan tetapi syarat ketiga dan 

keempat yakni syarat objektif, pelanggaran dikarenakan 

persyaratan tersebut berkaitan perihal objek perjanjian, 

pelanggaran akibat persyaratan objektif berakibat perjanjian 

tersebut dinyatakal batal demi hukum. terdapat pembahasan 

berkaitan persyaratan subjektif dan persyaratan objektif dalam 

perjanjian yakni sebagi berikut: 

1) Sepakat 

Sepakatan dalam melakukan suatu perjanjian, maka berati para 

pihak wajib untuk memiliki kebebasan dari kehendaknya, tidak 

adanya paksaan dari salah satu pihak agar tercapainya kesepakatan, 
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kesepakatan yang dibuat dengan terdapatnya paksaaan maka 

berakibat terdapatnya cacat bagi perjanjian tersebut. Definisi 

sepakat tercermikat sebagai pernyataan pihak yang memberikan 

penawaran atau disebut tawaran atau offerte, pernyataan pihak 

yang menerima disebut akseptasi atau acceptatie.
18

 

Suatu perjanjian dapat dilakukan pembatalan jika adanya paksaan, 

kekhilafan, atau penipuan dikarenakan dalam perjanjian tersebut 

adanya cacat kehendak terhadap kesepakatan para pihak. Aturan 

perundang-undangan memberikan 2 (dua) perbedaan jenis 

kekhilafan yakni perihal orang atau error in persona dan perihal 

barang atau error in substanstia.
19

 

Paksaan itu terjadi jika seseorang tidak sesuai kehendakanya, 

paksaan ini dapat berwujud kekerasan jasmani atau ancaman yang 

mengkibatkan adanya ketakutan dari pihak tertentu kepada 

seseorang sehingga dengan terpaksa membuat kesepakatan dalam 

suatu perjanjian. 

2) Cakap 

Setiap subjek hukum yakni cakap untuk melakukan suatu 

perikatan, terkecuali dikarenakan aturan perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap sebagaihalnya 

bahwa pihak tersebut belum dewasa dan mereka yang ditaruh 

dalam pengampuan. 

                                                 
18

 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 26. 
19

Ibid, hlm. 26-27. 
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3) Objek Tertentu 

Peraturan perundang-undangan memberikan penentuan segala 

sesuatu yang tidak dapat dijadikan objek suatu perjanjian yakni 

segala sesuatu yang dipakai untuk kepentingan umum. Suatu 

perjanjian wajib memiliki objek tertentu atau sekurang-kuranganya 

dapat ditentukan objeknya, akan tetapi objek tertentu itu tidak 

harus berupa benda tertentu. Objek tertentu dapat juga berupa 

perjanjian dalam melaksanakan sautu pekerjaan, berbuat sesuatu 

atau tidak berbuat sesuatu atau bisa juga untuk menyerahkan 

sesuatu. Jadi maksud dengan objek tertentu dalam suatu perjanjian 

bukan berati benda tertentu, melainkan maksudnya yakni berupa 

suatu perbuatan tertentu yang wajib dilangsungkan atau tidak boleh 

dilangsungkan oleh para pihak dalam sautu perjanjian baik yang 

ada ataupun dikemudian hari. 

4) Causa yang diperbolehkan 

Peraturan perundang-undangan memberikan persyaratan terkait 

Causa yang diperbolehkan dalam perjanjian, akan tetapi aturan 

perundang-undangan itu sendiri tidak memberikan dfinisi terkaut 

kausa. Pengertian causa disini bukan hubungan sebab akibat, 

namun maksud dari perjanjian itu sendiri. Melalui persyaratan ini 

maka hakim dalam praktik dapat memberikan pengawasan dalam 

perjanjian tersebut apakah bertentangan dengan aturan perundang-

undanganan, kesusilaan, ketertitban umum atau perjanjian yang 
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tidak mempunyai sebab yang diperbolehkan maka perjanjian 

tersebut batal demi hukum.
20

 

C) Bentuk perjanjian 

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian 

lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara 

lisan, hanya dengan perkataan saja dan tanpa dibuat secara 

tertulis.
21

 

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Salim HS, yaitu sebagai berikut: 

1) Perjanjian di bawah Tangan. 

Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak di dalam 

perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak 

ketiga. Artinya jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak 

ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian 

tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang 

diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan yang diajukan 

oleh pihak ketiga tadi adalah tidak berdasar dan tidak dapat 

dibenarkan. 

2) Perjanjian dengan Notaris sebagai saksi untuk legalisasi Tanda 

Tangan Para Pihak. 

                                                 
20

Ibid, hlm 28. 
21

 Salim HS, Op.Cit., hlm 166. 
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Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata 

hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. 

Kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum 

dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal 

isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal tersebut adalah 

pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. 

3) Perjanjian dengan Akta Notariil 

Akta notariil adalah akta yang dibuat di hadapan dan oleh 

pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang 

untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis 

dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para 

pihak di dalam perjanjian maupun pihak ketiga di luar 

perjanjian itu. Terdapat 3 (tiga) fungsi dari akta notariil, yakni: 

a) Bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah 

mengadakan suatu perjanjian tertentu; 

b) Bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis di dalam 

perjanjian adalah apa yang menjadi tujuan dan keinginan 

para pihak; 

c) Bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu para 

pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian 

adalah. 

Akta notariil merupakan bukti prima facie mengenai fakta, 

yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta 
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notaris, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum 

yang berwenang untuk memberikan kesaksian atau melegalisir 

suatu fakta. Seandainya isi dari fakta semacam itu disangkal di 

dalam suatu pengadilan, maka pengadilan harus menghormati 

dan mengakui bahwa isi dari akta notariil tersebut adalah benar, 

sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. 

Ada satu lagi bentuk perjanjian secara tertulis selain ketiga 

bentuk perjanjian tertulis yang dikemukakan oleh Salim HS di atas, 

yaitu perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian baku 

adalah sebuah perjanjian tertulis yang format perjanjiannya 

dibakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan 

ukurannya, sehingga tak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan 

cara lain karena sudah dicetak secara baku terlebih dahulu, dimana 

syarat-syarat perjanjiannya itu ditentukan sendiri secara sepihak 

oleh pihak yang membuat atau mengeluarkan perjanjian baku 

tersebut, dan pihak yang lain atau pihak lawan hanya dapat 

mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian yang 

ditawarkan tersebut. Dengan kata lain pihak lawan hanya 

mempunyai pilihan “take it or leave it”.
22

 

Aturan hukum mengenai perjanjian baku ini secara khusus 

tidak ada di dalam KUHPerdata. Hal ini wajar bila mengingat 

bahwa pada masa sebelum tahun 1848 tentu belum dikenal adanya 

                                                 
22

 Irwan Gomulja dan Habib Adjie, Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Dalam 

Sistem Pre Project Selling, Supremasi Hukum, Vol. 9, No.1, 2020, hlm. 38.  
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perjanjian baku. Orang-orang pada masa itu masih membuat 

perjanjian dengan cara yang konvensional, yaitu dengan 

bernegosiasi terlebih dahulu secara langsung diantara para 

pihaknya, kemudian bila segala halnya telah disepakati di dalam 

negosiasi tersebut barulah para pihak itu kemudian 

menuangkannya dalam bentuk perjanjian tertulis. Lahirnya 

penggunaan perjanjian baku ini adalah karena adanya tuntutan 

perkembangan zaman yang menginginkan efisiensi waktu dalam 

dunia bisnis yang segala sesuatunya dituntut untuk bergerak cepat, 

dan tidak bisa disangkal bahwa penggunaan perjanjian baku ini 

memang memenuhi tuntutan tersebut, namun hanya apabila dilihat 

manfaatnya dari segi efisiensi waktu. Dilihat dari segi keadilan, 

penggunaan perjanjian baku ini amat berpotensi untuk merugikan 

pihak yang menerima perjanjian baku, dan amat berpotensi untuk 

menguntungkan pihak yang membuat perjanjian baku tersebut. 

Penggunaan perjanjian baku ini juga termasuk salah satu bentuk 

perjanjian yang amat berpotensi untuk menimbulkan 

penyalahgunaan keadaan, namun sayangnya aturan hukum 

mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam hukum Indonesia 

sangatlah sedikit dan tidak lengkap. 

Pengaturan mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam 

hukum Indonesia hanya ada di dalam Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (selanjutnya 
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disingkat UUPK) dan itu pun hanya diatur secara singkat di dalam 

satu pasal, yaitu hanya di Pasal 18, yang menurut pandangan 

penulis pun masih belum dapat menjangkau untuk memberikan 

perlindungan hukum yang memadai dalam hal terjadi 

penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian karena sangatlah sedikit 

dan tidak lengkap. Kemungkinan para pembentuk undang-undang 

merasa bahwa untuk perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan cara 

yang konvensional masih relevan dan cukup dengan menggunakan 

aturan-aturan hukum perjanjian yang sudah diatur secara umum di 

dalam Buku III KUHPerdata, padahal tidaklah demikian adanya 

karena pengaturan hukum perjanjian yang ada di dalam 

KUHPerdata sendiri ternyata juga tidak memberikan perlindungan 

hukum yang pasti terhadap adanya penyalahgunaan keadaan dalam 

pembuatan perjanjian. 

1.6.2. Teori Kepastian Hukum 

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu 

pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena 

dengan adanya aturan hokum yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara 

terhadap individu. Kepastian hokum bukan hanya berupa pasal-pasal 

dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan 
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hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya 

untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.
23

 

Tujuan utama dari hukum itu ada ialah kepastian hukum, keadilan 

bagi sebagian besar masyarakat, dan yang terakhir memberi manfaat bagi 

masyarakat itu sendiri. Hukum diciptakan bukan untuk memperburuk 

keadaan, melainkan memberikan ketiga poin dari tujuan hukum di atas. 

Menurut Radbruch sebagaimana dikutip oleh Theo Huijbers, Teori 

Kepastian Hukum adalah Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum 

perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi 

keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula 

kalau isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. 

Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata 

hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu 

nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.
24

 

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan 

bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum 

dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-

undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur 

internal dari norma hukum itu sendiri.  

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  Kejelasan konsep yang digunakan. 
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Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang 

kemudian disatukan jedalam konsep tertentu pula. 

2.  Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan 

perundang- undangan. 

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan 

mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang 

dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada 

pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk 

suatu peraturan perundang-undangan tertentu. 

3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. 

Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan 

antara satu dengan yang lain. Kepastian hukum mengehendaki adanya 

upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh 

pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu 

memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya 

kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus 

ditaati. 

1.6.3. Teori Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van 

Omstandigheden) 

Doktrin penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) 

merupakan doktrin yang mengajarkan apabila suatu perjanjian dibuat, 

adanya kondisi yang tidak seimbang antara para pihak yang lebih kuat 
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dengan mengetahui kelemahan pihak lain yang lebih lemah tidak bisa 

melakukan penolakan perjanjian tersebut. Penyalahgunaan keadaan 

(Misbruik van Omstandigheden) berimplikasi terhadap perjanjian yang 

dimaksud tidak dengan keinginan dari para pihak. Sehingga melanggar 

ketentuan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yakni 

sepakat diantara para pihak. Oleh karena itu perjanjian yang dibuat dengan 

terdapatnya penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) bisa 

dilakukan pembatalan. 

Pada awalnya doktrin penyalahgunaan keadaan (Misbruik van 

Omstandigheden atau undue influence) dikenal di inggris sekitaran abad 

ke015 melalui doktrin Equity. Doktrin Equity muncul dikarenakan dalam 

hukum Anglo Saxon atau Common Law, tidak mengenal dan mengatur 

paksaan secara psikis. Dalam common law pada saat itu, hanyalah 

mengenal paksaan secara fisik yang memiliki anggapan sebagai fakor yang 

mengganggu kehendak bebas. 

Sementara itu, dalam perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan 

ini ditetapkan pertama kali di belanda, yang menganal dengan nama 

doktrin Misbruik Van Omstandigheden, terbentuknya doktrin perihal 

penyalahgunaan keadaan merupakan dikarenakan pada waktu itu, belum 

terdapatnya ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek di belanda yang 

memberikan aturan tersebut. Dalam hal seorang hakim menemukan 

terdapatnya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering 
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timbul putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk keseluruhan 

atau sebagian.
25

 

Doktrin pelnyalahgu lnaan keladaan ataul Misbrulik van Omstandigheldeln 

ini pelrtama kali ditelrapkan me llaluli Pu ltulsan Hogel Raad pada tahu ln 1957 

dalam pelrkara BOVAG arrelst II-HR telrtanggal 11 Janu lari 1957 dimana 

Hogel Raad melnyatakan:
26

 

“Sulatu l pelrseltuljulan bisa saja tidak me lmiliki se lbab yang sah, 

selhu lbulngan delngan pelngarulh-pelngarulh khulsuls, yang be lrpelran pada saat 

pelmbu latan pelrseltuljulan, yang didalamnya pihak yang diru lgikan 

melnanggulng belban yang tidak se limbang delngan yang se lmelstinya satu l dan 

lain dise lbabkan telkanan situlasi dan kondisi yang disalahgu lnakan ole lh 

pihak lawannya.” 

Dari pertimbangan tersebut, bisa dipahami bahwa Hoge Raad 

mengakui terdapatnya Penyalahgunaan Keadaan sebagai alasan 

pembatalan suatu perjanjian. Dalam kasus tersebut, Hoge Raad 

menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan yang terjadi merupakan 

penyalahgunaan keunggulan perekonomian. Dari pertimbangan Hoge 

Raad, kita bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat 2 (dua) persyaratan 

yang harus terpenuhi sehingga bisa dikatakan terdapatnya penyalahgunaan 

keadaan dalam perjanjian. Yang pertama memberikan kerugian pihak 

lawan dalam perjanjian serta terdapatnya penyalahgunaan keadan itu 
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sendiri yang dilangsungkan oleh pihak yang lebih kuat. Sehingga pihak 

yang satu sebagai akibat penyalahgunaan keadaan yang dilangsungkan 

pihak lawan terhadap pihak yang disebut pertama yang berkedudukan 

dalam kondisi dan keadaan ini, mengadakan persetujuan, maka 

persetujuan ini tidak mempunyai keadaan yang halal sebab bertentangan 

dengan kesusilaan.
27

 

Sellanjultnya, telrdapat ju lga pultulsan Hogel Raad te lrtanggal 29 Meli 1964 

dalam pelrkara Van E llmbt vs Fe lielrabelnd yang me lnelrapkan ajaran 

pelnyalahgu lnaan keladaan jika dilihat dari pe lrtimbangan hakim dalam 

pultu lsan telrselbult, yang mana me lnyatakan:  

“Ulntu lk kelbatalan su latul pelrseltuljulan selbagai akibat pe lnyalahgu lnaan 

keladaan sama se lkali tidak pe lrlul adanya su latu l ju lmlah ataul sulatu l belntu lk 

kelru lgian telrtelntu l. Teltapi dalam kaitannya de lngan se ltiap pelrseltuljulan selcara 

telrpisah, kelrulgian yang dide lrita salah satu l pihak, hanya me lrulpakan salah 

satu l faktor, yang disamping be lrbagai kelkhulsulsan lain yang te llah belrpelran 

pada pelmbelntu lkan pelrseltu ljulan, selpelrti sifat-sifat keladaan yang dipakai, 

cara hal te lrselbult dipelrgu lnakan dan hu lbulngan selrta pelrimbangan antara 

para pihak me lnelntu lkan apakah pelrseltuljulan diadakan be lrdasarkan su latu l 

selbab yang belrtelntangan delngan kelsulsilaan”.
28

 

Dalam pultulsan Hogel Raad te lrtanggal 29 Meli 1964 dalam pe lrkara Van 

Ellmbt vs Fe lielrabelnd telrselbult, Hakim melnyatakan bahwa pe lrjanjian adalah 

batal, selkalipuln hanya ada pe lnyalahgu lnaan keladaan didalamnya. Olelh 
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karelna keldula pultulsan telrselbult, kita bisa me lngeltahuli bahwa Hulku lm 

Bellanda me lngelnal doktrin Pelnyalahgu lnaan Keladaan atau l Misbrulik van 

Omstandighe ldeln selbagai alasan pe lmbatalan pelrjanjian. Kelmuldian, dalam 

pelrkelmbangannya, Hu lkulm Bellanda melnambahkan doktrin 

Pelnyalahgu lnaan Keladaan atau l Misbrulik van Omstandighe ldeln selbagai 

salah satu l alasan pelmbatalan pelrjanjian di dalam Nielulw Bulrgelrlijk 

We ltbook (sellanju ltnya dise lbult NBW). 

Ketentuan tentang alasan-alasan perjanjian diatur dalam 2 pasal pada 

Buku 3 dan Buku 6 NBW, yang menyatakan: 

Dalam Pasal 3:44 lid 1 NBW, dise lbultkan bahwa pe lrbulatan hulku lm 

dapat dibatalkan, jika adanya: 

  a. Ancaman (beldreliging);  

b. Pelnipu lan (beldrog);  

c. Pelnyalahgu lnaan keladaan (misbru lik van omstandighe ldeln).  

Dalam Pasal 6:228 lid 1 NBW, dise lbultkan bahwa su latu l pelrjanjian 

yang lahir (te lrjadi) karelna pelngarulh kelselsatan (dwaling) dan apabila dia 

melndapat gambaran selbelnarnya, maka pelrjanjian itul tidak akan dibu lat, 

maka pelrjanjian itu l dapat dibatalkan: 

a) Apabila kelselsatan itu l diselbabkan olelh pelnjellasan yang kellirul dari 

keldula bellah pihak, kelculali apabila pelrjanjian itu l dapat ditelrima dan 

ditultulp walaulpuln tanpa adanya pe lnjellasan telrselbult;  
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b) Apabila para pihak me lngeltahuli ataul patu lt melngeltahuli adanya 

kelselsatan itu l, selharulsnya me lrelka belrulpaya me lndapatkan pelnjellasan 

telrlelbih dahullul;  

c) Apabila keldula pihak yang me lmbu lat pelrjanjian me lmpu lnyai pandangan 

kellirul yang melnimbu llkan kelselsatan kelculali apabila dia tidak pe lrlu l 

melngeltahuli telntang pandangan yang se lbelnarnya itul bahwa kelselsatan 

itul timbull dari pelrjanjian yang te llah dibulat itu l. 

Pasal 6:228 lid 2 NBW me lnyatakan bahwa Pe lmbatalan itu l tidak dapat 

didasarkan pada su latu l kelselsatan yang akan ditu ltu lp pada masa yang akan 

datang, atau l yang belrhulbu lngan delngan dasar dari pe lrjanjian itu l, yang 

mana keladaan yang kellirul itul adalah melrulpakan tanggu lng jawab dari yang 

kellirul itul. Jika dipelrhatikan delngan selksama, di dalam Nie lulw Bulrgelrlijk 

Weltbook, pelnyalahgu lnaan keladaan dimasu lkkan selbagai alasan 

pelmbatalan pelrjanjian baik pada Bu lkul 4 telntang Harta Ke lkayaan pada 

Ulmu lmnya dan pada Bu lku l 6 telntang Bagian U lmulm Hulkulm Pelrikatan. 

Artinya, doktrin pe lnyalahgu lnaan keladaan ini dapat dite lrapkan telrhadap 

selgala jelnis pelrjanjian. 

Saat ini, sellain atu lran hu lkulm yang telrdapat dalam Pasal 1321 KU lH. 

Pelrdata, pelnyalahgu lnaan keladaan tellah melnjadi alasan lain u lntu lk 

melmbatalkan kontrak karelna cacat kelhelndak yang be llulm diatulr dalam 

pelratu lran pelrulndang-ulndangan, me llainkan belrasal dari konstru lksi hulku lm 

yang diaku li yulrispruldelnsi Mahkamah Agu lng di Indone lsia. Pelnelrapan 

pelnyalahgu lnaan keladaan se lbagai faktor yang me lmbatasi adanya kelhelndak 
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yang be lbas dalam pelmbu latan kontrak tellah dite lrima Mahkamah Agu lng, 

Pelnelrimaan ajaran pelnyalahgu lnaan keladaan ini ole lh yulrispruldelnsi 

melrulpakan ulpaya pelradilan u lntulk mellindulngi pihak yang le lmah dari 

pelrbulatan selwelnang-welnang pihak yang se lcara situ lasi ataulpuln sosial 

ataulpuln jabatan sangat ku lat dan melndominasi dalam me lmaksa pihak yang 

lelmah u lntu lk tidak melmpu lnyai pilihan lain se llain me lnandatangani kontrak, 

dimana akhirnya kontrak te lrselbult sangat me lrulgikan pihak yang le lmah.
29

 

Pelnyalahgu lnaan keladaan, ole lh Helnry Panggabelan dikatakan se lcara tidak 

langsu lng pelradilan tellah me lnelrapkan ajaran pe lnyalahgu lnaan keladaan, 

baik me lngelnai u lnsulr kelrulgian (matelriil) maulpuln melngelnai u lnsu lr 

pelnyalahgu lnaan kelselmpatan olelh salah satu l pihak.
30

 

Bahwa selring kali kasu ls yang di pu ltuls dapat dilihat dari dula sisi. 

Pelrtama, dari sisi prose ls telrjadinya kelselpakatan atau l kontrak yang 

delngannya dapat dite lrapkan ajaran pelnyalahgu lnaan keladaan, dan keldu la 

dari sisi ke lrasionalan dan kelpatu ltan prelstasi para pihak dalam kontrak 

yang re llelvan delngan doktrin adanya itikad baik dalam pe llaksanaan 

kontrak. Bahkan le lbih celndelrulng mellihat telrkait sulbstansi ataul isinya 

adalah itikad baik dalam pe llaksanaan kontrak, karelna ju lstru l 

pelrtimbangannya ke lpada adanya ke ltidakpatu ltan ataul keltidakadilan 

prelstasi yang tdite lrima ole lh salah satu l pihak. Pelrtimbangan ini me lrulpakan 

ulnsu lr ultama ajaran itikad baik dalam pellaksanaan kontrak. Se lmelntara, 
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Pelngadilan tidak me lnellu lsulri lelbih jaulh melngelnai ada tidaknya cacat 

kelhelndak dalam pelmbelntu lkan kelselpakatan diantara para pihak, yang 

melnjadi dasar ulntu lk ditelrapkannya ajaran pe lnyalahgu lnaan keladaan. 

Dalam konteks ini dengan mengutip Van der Burght, penyalahgunaan 

keadaan terjadi karena adanya pengaruh khusus yang berperan pada saat 

pembuatan persetujuan, dimana pihak yang dirugikan menanggung beban 

yang tidak seimbang dengan yang semestinya yang disebabkan tekanan 

situasi dan kondisi yang disalahgunakan oleh pihak lawannya.
31

 Bahwa 

sering kali dipandang juga sebagai jurisprudensi yang tepat untuk melihat 

penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia. 

Tidak dapat perbedaan sebagaimana definisi dari Van der Burght 

terdahulu, Purwahid Patrik mengemukakan bahwa penyalahgunaan 

keadaan terjadi bilamana seseorang mengetahui atau selayaknya mengerti 

bahwa pihak lain, dikarenakan kondisi khusus, seperti kondisi darurat, 

kebutuhan, tidak dapat berpikir panjang, kondisi jiwa yang kurang normal, 

bergerak untuk melangsungkan perbuatan hukum, walaupun ia tau 

dan/atau selayaknya mengerti bahwa seharusnya ia harus mencegah. 

Faktor yang memberi terdapatnya indikasi penyalahgunaan keadaan dalam 

perbuatan hukum atau kontrak adalah:
32

 

a) Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk 

akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan 

perikemanusiaan (unfair contract terms); 
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b) Timbul atau ternyata pihak berada dalam keadaan tertekan; 

c) Apabila terdapat keadaan di mana bagi tidak ada pilihan lain kecuali 

membuat perjanjian tersebut dengan syarat-syarat yang termuat dalam 

perjanjian, yang memberatkan; 

d) Ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbal balik kedua pihak adalah 

sangat tidak seimbang 

Dalam pelrjanjian ju lal belli delngan pelnyalahgu lnaan kelhelndak 

celndelrulng telrjadi telrdapatnya se lsulatu l pelnyalahgu lnaan keladaan (Misbru lik 

Van Omstandighe ldeln). Pelnyalahgu lnaan kondisi be lrhulbulngan delngan 

telrbelntu lknya kontrak yaitu l melnyangkult keladaan- keladaan yang belrfulngsi 

pada te lrbelntu lknya kontrak, misalnya se lorang yang me lnawarkan prelstasi 

melnikmati kondisi pihak yang me lnelrima tawaran pre lstasi dimana pihak 

telrselbult melmiliki posisi tawar le lbih lelmah dibandingkan pihak awal. 

Pelnyalahgu lnaan kondisi te lrselbult jadi aspelk yang me lnghalangi atau l 

melngulsik telrdapatnya kelhelndak yang lellulasa bu lat me lmastikan pelrseltulju lan 

antara keldula pihak. Pelnyalahgu lnaan keladaan dapat te lrjadi yakni selbagai 

belriku lt:
33

 

a) Keladaan yang istime lwa, selpelrti halnya dalam ke ladaan darulrat, 

keltelrgantu lngan, celroboh, jiwa yang te lrgulncang, dan tidak me lmpu lnyai 

pelngalaman; 
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b) Selsulatu l hal yang nyata, diisyaratkan bahwa salah satu l pihak 

melngeltahuli ataul selmelstinya me lngeltahuli bahwa pihak yang lain dalam 

keladaan istimelwa telrgelrak (hatinya) ulntu lk melnultulp sulatu l pelrjanjian; 

c) Pelnyalahgu lnaan salah satu l pihak tellah mellaksanakan pelrjanjian itu l 

walaulpuln dia melngeltahuli ataul selharulsnya me lmahami bahwa dia 

selharulsnya tidak mellaku lkannya; 

d) Hulbulngan kaulsal yaitu l pelnting bahwa tanpa me lnyalahgu lnakan 

keladaan itu l maka pelrjanjian itu l tidak akan ditu ltulp 

Dalam kontelks pelrjanjian, se lcara u lmu lm ada du la macam 

pelnyalahgu lnaan keladaan, yakni pe lrtama, saat se lselorang melnggulnakan 

posisi psikologis dominannya se lcara tidak adil u lntu lk melnelkan pihak yang 

yang le lmah su lpaya melrelka melnyeltuljuli selbulah pelrjanjian yang selbelnarnya 

melrelka tidak ingin me lnye ltuljulinya. Keldula, saat se lselorang melnggulnakan 

welwelnang kelduldulkan dan kelpelrcayaan yang digu lnakan selcara tidak adil 

ulntu lk melmbu ljulk pihak lain gu lna mellakulkan sulatu l transaksi.
34

 

Keltelntu lan Pasal 1321 dan Pasal 1449 KU lHPelrdata melnelgaskan bahwa 

cacat kelselpakatan ataul cacat kelhelndak itu l telrjadi karelna 

kelkhilafan/ke lselsatan, pelnipu lan dan paksaan. Kitab U lndang-Ulndang 

Hu lkulm Pelrdata tidak me lngatu lr melngelnai pelnyalahgu lnaan keladaan atau l 

yang se lring diselbult Misbru lik Van Omstandighe ldeln Pelnyalahgu lnaan 

keladaan se lbagai salah satu l syarat cacat ke lhelndak belrkelmbang olelh karelna 

pelrkelmbangan belbelrapa pelristiwa hu lkulm dalam hu lkulm kontrak. 
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Pelnyalahgu lnaan keladaan te lrjadi apabila orang me lngeltahuli ataul selharulsnya 

melngelrti bahwa pihak lain karelna su latu l keladaan khu lsuls selpelrti keladaan 

darulrat, keltelrgantu lngan, tidak dapat be lrpikir panjang, ke ladaan jiwa yang 

abnormal atau l tidak belrpelngalaman telrgelrak u lntu lk mellakulkan su latu l 

pelrbulatan hulkulm melskipu ln ia tahul ataul selharulsnya me lngelrti selbelnarnya 

ia haruls melncelgahnya.
35

 

Melmpelrhatikan keltelntu lan yang telrkandulng dalam KU lHPelrdata, 

telrnyata asas ke lbelbasan belrkontrak tidaklah be lrmakna belbas mu ltlak, 

karelna telrdapat pelmbatasan yang dibe lrikan olelh belbelrapa pasal. 

Belrlaku lnya asas konselnsu lalitas yang te lrkandulng dalam pasal 1320 ayat 

(1) KUlHPelrdata melmbelr makna bahwa tanpa adanya se lpakat dari salah 

satu l pihak dalam pelmbulatan kontrak, belrakibat tidak sah sulatu l kontrak. 

Keltelntu lan pasal 1321 KU lHPelrdata melmpelrtelgas bahwa tiada ke lbelbasan 

dalam pelrjulmpaan kelhelndak atau l conselnsuls yang dibe lrikan karelna 

kelkhilafan, paksaan atau l pelnipu lan belrakibat kontrak tidak sah. Be lgitul pu lla 

delngan belrlakulnya asas itikad baik (goeldel trou lw) yang telrselbult dalam 

pasal 1338 ayat (3) KU lHPelrdata melrulpakan pelmbatasan telrhadap 

belrlaku lnya asas kelbelbasan belrkontrak. Kelbelbasan para pihak dalam 

kontrak tidak dapat dilaksanakan se lkelhelndaknya saja me llainkan haru ls 

delngan itikad baik. 

Pelnyalahgu lnaan keladaan se lbagai salah satu l belntu lk cacat kelhelndak, 

lelbih selsulai delngan kelbultu lhan konstrulksi hulkulm dalam hal se lorang yang 
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diru lgikan melnulntu lt pelmbatalan pelrjanjian. Gu lgatan atas dasar 

pelnyalahgu lnaan keladaan te lrjadi delngan su latu l tu ljulan telrtelntu l. Pelnggulgat 

haruls melndalilkan bahwa pe lrjanjian itu l selbelnarnya tidak ia ke lhelndaki atau l 

bahwa pelrjanjian itu l tidak ia ke lhelndaki dalam be lntu lknya yang delmikian. 

Konstrulksi pelnyalahgulnaan keladaan selbagai cacat ke lhelndak melmbawa 

konselkulelnsi pelrjanjian dapat dimohonkan pe lmbatalannya (velrnieltigbaar) 

kelpada hakim ole lh pihak yang diru lgikan. Selpanjang pe lrjanjian bellu lm 

dibatalkan, pelrjanjian te ltap melngikat para pihak yang melmbu latnya. 

Tulntu ltan pelmbatalan dapat dilaku lkan u lntu lk selbagian ataul sellulrulh isi 

pelrjanjian.
36

 

Penyalahgunaan keadaan terkait dengan persyaratan subjektif 

perjanjian, salah satu pihak penyalahgunaan keadaan yang berakibat pihak 

lawan janji tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Van Dunne 

memberikan perbedaan penyalahgunaan menjadi 2 (dua) unsur yakni 

sangat membuat kerugian salah satu pihak dan penyalahgunaan 

kesempatan oleh pihak lain pada saat berlangsungnya terjadinya 

perjanjian. Dari 2 (dua) unsur tersebut maka timbulah dua sifat perbuatan 

yaitu yang sumbernya dari ekonomi dan keunggulan kejiwaan.
37

  

Hal yang membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan 

keunggulan kejiwaan sebagai berikut: 

a) persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis; 

                                                 
36

 Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan keadaan (misbruik omstanddigheden) sebagai 

alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian (berbagai perkembangan hukum di Belanda), 

Yogyakarta, Liberty, hlm. 41  
37

 Van Dunne,  Diktat Kursus Hukum Perikatan, terjemahan, Sudikno Mertokusumo, Diktat 

Kursus Hukum Perikatan, Yogyakarta, 1987, hlm.9. 



41 

 

b) satu pihak harus memiliki keunggulan ekonomis terhadap yang lain;  

c) pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian; 

d) persyaratan untuk terdapatnya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan; 

e) salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relative; 

f) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari 

pihak lawan seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, 

gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan 

sebagainya. 

1.7.  Metode Penelitian 

1.7.1. Tipe Penelitian 

Metode Penelitian yaitu suatu cara yang digunakan untuk 

menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan 

masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran.
38

 Penelitian 

adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan 

konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara 

tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten 

berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka 

tertentu.
39

 

Penelitian ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya 

dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 
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tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.  Black’s Law 

Dictionary, memberikan pengertian penelitian hukum (legal research) 

sebagai: 1. The finding and assembling of authorities that bear on a 

question of law; 2. The field of study concerned with the effective 

marshaling of authorities that bear on a question of law.
40

 Sehingga 

dibutuhkan rechtsvinding berkaitan dengan norma yang terdapat dalam 

suatu ketentuan undang-undang. Rechtsvinding dibutuhkan karena 

konsep norma yang terbuka (open texture) dan norma yang kabur 

(vague norm) dalam menghadapi satu permasalahan hukum, bisa 

terjadi adanya 2 (dua) lebih undang-undang yang secara bersama-sama 

diterapkan pada kasus tersebut.
41

 

1.7.2. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian dengan mengkaji, menguji dan menerapkan konsep hukum 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap gejala yang 

terjadi,
42

 dan juga menjelaskan bagaimana pengaturan mengenai 

terkait Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden), 

tersebut apakah dalam praktik di pengadilan banyak hakim yang sudah 

cukup atau belum dalam membatalkan perjanjian dengan adanya 

Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden). Soerjono 
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Soekanto memberikan pengertian penelitian hukum normatif sebagai 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan 

kepustakaan yang merupakan data sekunder.
43

 

Penelitian hukum yang hendak digunakan dalam penulisan ini 

yakni melakukan dengan penerapan pendekatan masalah berupa 

pendekatan secara aturan perundang-undangan (Statute Approach), 

pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus 

(Case Approach). Pendekatan peraturan undang-undangan (statute 

approach) dilangsungkan dengan cara menelaah materi bawaan yang 

ada dalam peraturan perundang-undangan dengan mempelajari dasar 

doktrin Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden)
44

 

Akan tetapi pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dijalankan 

dengan melakukan peninjauan terhadap pendapat dan doktrin-doktrin 

dari para ahli hukum yang menimbulkan pengertian, konsep, serta 

prinsip hukum yang sangat substansial dengan permasalahan hukum 

yang akan diteliti khususnya Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van 

omstandigheden) Dalam penelitian ini juga mengkaji suatu perkara 

(case approach) dimana terdapatnya disparitas dalam penjatuhan 

perkara tindak pidana korupsi pada tingkat peradilan, kemudian juga 

menganalisis Putusan Nomor 656/Pdt/2021/PT.Sby. Jo Putusan Nomor 
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89/Pdt.G/2021/PN.Sby. perkara tersebut sesuai dengan penelitian yang 

akan digunakan untuk menunjang karya ilmiah ini. 

1.7.3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu bahan 

hukum primer dan sekunder, terdapat bahan hukum primer terdiri dari: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75); 

2. Burgerlijk WetboekVoor Indonesie (Staatsblad tahun 1847 Nomor 

23). 

3. Herziene Inlamdsch Reglemen (HIR) S.1848-16 jis S.1849-63, 

S.1929-559/496, S.1941-44. 

4. Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 

Dimana didalam hukum primair yang tertera di atas, penelitian ini 

juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, 

skripsi, tesis, disertasi, serta bahan-bahan lain yang sangat signifikan 

dengan penelitian ini. Dimana bahan hukum sekunder yang dipakai 

adalah sebagai pelengkap dari bahan hukum primer yang dipergunakan 

untuk mencari norma, doktrin, prinsip ataupun yang lainnya, untuk 

memperkuat bahan hukum primer yang digunakan. 

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 
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Peneliti menggunakan teknik untuk melakukan pengumpulan bahan 

hukum primair dengan cara melangsungkan penelitian dan mengintervensi 

undang-undang yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam 

penelitian ini. Selanjutnya berkaitan bahan hukum sekunder teknik untuk 

mengempulkan yakni dengan cara mencari dalam jurnal-jurnal, buku, 

internet serta studi perpustakaan. 

1.7.5. Analisa Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dilangsungkan dengan metode klasifikasi bahan 

hukum primer serta sekunder dengan permaslahan yang akan dikaji. Lalu 

dilangsungkan dengan menganalisa terhadap substansi primair atau 

sekunder untuk memperoleh prinsip, norma, serta penjelasan yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Jika terdapat 

antinomi atau adanya benturan dengan prinsip, norma dan penjelasan 

maka akan dipakai prinsip preferensi, namun jika andaikata bahan hukum 

substansinya tidak terdapat benturan dan keterkaitan dengan yang lain, 

maka akan memakai analisa secara sistematis. 

1.8.  Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tesis ini terdapat atas 4 (empat) bab, yakni bab 1 

adalah pendahuluan yang akan membahas latar belakang masalah hukum 

yang akan dikaji, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode 

penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber-

sumber bahan hukum, tata cara pengumpulan bahan hukum, analisis bahan 

hukum serta sistematika penulisan. 
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Bab II akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama yaitu Akibat 

Hukum Apabila Terjadi Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van 

Omstandigheden) dalam Suatu Perjanjian. Pembahasan dalam bab ini 

adalah untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah pertama yang 

dikemukakan dalam penulisan proposal tesis ini. 

Bab III akan menjelaskan perihal rumusan masalah yang kedua yaitu 

Upaya bilamana terdapat Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van 

Omstandigheden) dalam Perjanjian. Pembahasan dalam bab ini adalah 

untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah pertama yang 

dikemukakan dalam penulisan proposal tesis ini. 

BAB IV Penutup yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dihasilkan 

dari beberapa bab yang sudah terjawab dari rumusan masalah yang telah 

disampaikan pada Bab I pendahuluan, serta memberikan saran yang bisa 

digunakan dan dapat memberikan manfaat bagi akedemisi ataupun praktisi 

            dikemudian hari. 

 


